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LAMPIRAN

1.1. Surat Izin Penelitian

&2

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : JI. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 30 Agustus 2022

Nomor : 531/DPMPTSPTK/VIII022 Kepada
Lampiran )
Perihal . Izin Penelitian Yth. 1. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
2. Camat Se Kab. Bulukumba
Masing — Masing
Di
Tempat
Berdasarkan Sural Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polik Nomor :

074/595/Kesbangpol/VIIl2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perhal Rekomendasi Izin
Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : ZULFANI DWI PUTRI

Nomor Pokok . B021181006

Program Studi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Institusi UNHAS MAKASSAR

Alamat * JL. KACONG DAENG LALANG TOMBOLO,
GOWA

B 4 | P
o

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Kecamatan Se Kabupaten Bulnkumba dalam rangka Penyusunan, SKRIPSI dengan

judul “KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM

INOVAS| LAYANAN JEMPUT BOLA PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN

BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 29 Agustus s/d 31 Oktober 2022.
Sehubungan dengan hal terscbut di ates, pada prinsipnya kami mengizinkan yang

bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebul dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang beraku dan mengindahkan

adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;

2.Tidak mengganggu keterthan masyaiak
3.Penelitian/pengambilan data tidak rnenwmpang dari i lzm vang telah dibenkan;
4 P hasil pelak peneiiti bilan data serta menyerahkan 1(satu)

eksamplar hasiinya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Bulukumba:

§.Sural izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana lersebut di atas, atau sampai dengan batas wakty
yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipeggtnakaw sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan),
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;

3 Arin
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1.2. Surat Edaran Pelaksanaan Jemput Bola

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kepada.
Nomor  : 4yl-'2[2Y4 ";‘0/ Prvecesn ( Yth. Sdr. Bupati/Walikota
Sifat . Segera di-
Lampiran : - SELURUH INDONESIA
Hal . Pelayanan Jemput Bola

Perekaman KTP-el
Serentak Secara Nasional.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak
konstitusional bagi para pemilih, agar Saudara menginstruksikan kepada
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk bergerak serentak
melakukan layanan jemput bola perekaman KTP-el di 514
Kabupaten/Kota, pada:

hari : Kamis
tanggal : 27 Desember 2018
waktu : pukul 08.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

Perekaman diarahkan kepada pemilih pemula di SMU, SMK,
Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren atau pemilih yang ada di Rutan dan
Lapas serta tempat lain yang memiliki jumlah pemilih yang terkonsentrasi
seperti perusahaan dan perkantoran.

Hasil pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el
dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur
melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terima

kasih.
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
5, ¢ W
“Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH.
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);

2. Gubernur seluruh Indonesia;

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh
Indonesia;

4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota seluruh
Indonesia

67



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, o6Maret 2019

Nomor  : 43113 Jalow [Pvles—efnl Yth. 1. Gubernur
Sifat : Segera 2. Bupati/Walikota
Lampiran  : di
Hal : Pelayanan Jemput Bola Seluruh Indonesia

Perekaman KTP-el Goes to :

Campus/School

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka pemenuhan hak
konstitusional bagi para pemilih, agar Saudara menginstruksikan kepada
Kepaia Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk bergerak serentak
melakukan layanan jemput bola perekaman KTP-el Goes fo

Campus/School di 514 Kabupaten/Kota, pada tanggal 11 s/d 16 Maret
2019.

Perekaman diarahkan kepada pemilih pemula di Perguruan Tinggi,
SMU, SMK, dan tempat lain yang memiliki jumlah pemilih pemula yang
terkonsentrasi. Bagi daerah yang tidak memiliki Perguruan Tinggi
kegiatan diarahkan ke SMU, SMK, atau sekolah yang sederajat.

Hasil pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el
dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan selanjutnya
Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perkenannya diucapkan terima
kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
D|rekmr?endeml
S

Pencatatan Sipil

A &
'49:\%}‘4&-. v/ /
ProfaDreZtdanAf Fakrulloh, SH, MH
Tembusan :
1.Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan) ;

2.Kepala Unit- Kerja yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Provinsi
Seluruh Indonesia ;

3.Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Januari 2019

i 471,13/539/Dukecapil Yth. Bupati/Walikota
: Penting di

SEL! H INDONESIA

: Gerakan Nasional Jemput

Bola Serentak KTP-el di
Lapas/ Rutan

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Sadar
Administrasi Kependudukan (GISA), khususnya untuk pemenuhan
kepemilikan KTP elektronik bagi warga binaan di lembaga
pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), sekaligus untuk
mendukung terpenuhinya syarat hak konstitusional pemilih dalam
Pemilihan Presiden tahun 2019, akan dilaksanakan Gerakan
Nasional Jemput Bola Serentak di .lapas/rutan seluruh

_ Indonesia pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan
Bupati/Walikota untuk dapat menugaskan Kepala Dinas kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna mempersiapkan dan
melaksanakan gerakan nasional jemput bola serentak tersebut dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan di wilayah

Kabupaten/Kota masing-masing;

Mempersiapkan peralatan dan SDM untuk kegiatan jemput bola
serentak dalam perekaman KTP-el di lapas/rutan;

Melaporkan hasil kegiatan jemput bola serentak tersebut kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada Gubernur di wilayah
masing-masing.

2.

3.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terirna kasih.
a.n  Menteri.Dalam 1 Negeri

Di ek@ﬂen@ral
pé dudukan dan Pencatatan Sipil

1)

oh
NIP&‘QGQD8241999031001

1. Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan);
2. Gubernur Seluruh Indonesia.
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1.3. Surat Edaran Work From Home Bupati Bulukumba

BUPATI BULUKUMBA
Bulukumba, 30 Desember 2020
Kepada

Yth Para Pimpinan Perangkat Dacrah
Lingkup  Pemerintah  Kabupaten
Bulukumba

Di-
Bulukumba

SURAT EDARAN
Nomor .J88.4./2348 /86 -....-.....
TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN SISTEM
WORK FROM HOME (WFH) DAN UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Dengan memperhatikan keadaan penyebaran Covid-19 di Kabupaten
Bulukumba dengan klaster pada Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini
penyebarannya  terkonfirmasi banyaknya ASN  dilingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang terpapar
Covid-19, maka sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 yang
berpotensi menimbulkan klaster baru khususnya pada Organisasi Perangkat
Daerah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba
menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberlakukan kembali pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah
(Work From Home), mulai tanggal 4 Januari s/d 21 Januari 2021
dengan ketentuan;

a. Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan Instansi
Pemerintah  Kabupaten Bulukumba melaksanakan tugas
kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (Work
From Home). Namun demikian Pimpinan OPD memastikan
terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural standbay untuk
tetap melaksanakan tugasnya dikantor secara bergilir agar
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat
tidak terhambat.

b. Melaksanakan tugas Work From Home (WFH) dengan pembagian
75% pegawai bekerja dari rumah dan 25% bekerja dari kantor
(WFO), dengan pengaturan sebagai berikut;

1.) ASN yang berusia dibawah 50 (lima puluh) tahun wajib
melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (WFQ).

2.) ASN yang memiliki riwayat penyakit Kanker, Darah Tinggi,
Gangguan Jantung, Gangguan Ginjal dan/atau Diabetes
melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing (WFH).
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3.) Bagi ASN yang berusia 50 (lima puluh) tahun keatas dan ASN
wanita yang sedang mengandung melaksanakan tugas dari
tempat tinggal masing-masing.

c. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH)
sewaktu-waktu dapat dipanggil kekantor apabila dibutuhkan.

2. Apabila terdapat ASN pada perangkat Daerah yang terindikasi
terpapar  Covid-19 agar Pimpinan Perangkat Daerah segera
berkoordinasi dengan Dinas Keschatan untuk melakukan test PCR
dan dilaksanakan secara berkala.

3. Melakukan penyemprotan Disinfektan secara berkala di kantor
masing-masing dan berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan
Covid-19 Kabupaten Bulukumba.

4. Membatasi perjalanan dinas daerah dan keluar daerah.

S. Penyelenggaran rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai
tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau melalui media
clektronik yang tersedia dan apabila harus diselenggarakan
rapat/atau kegiatan lainnya dikantor, agar memperhatikan jarak
aman antar peserta rapat (Social Distancing) dan tetap mematuhi
protokol kesehatan penanganan Covid-19.

6. Agar tetap mematuhi protokol keschatan setiap beraktifitas.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab
T nuwxmmd

- BUPA'
‘ 4 A u.us%a.umwm

Tembusan:

1.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3.

4. Arsip

Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba;
Kepala BKPSDM Kabupaten; dan

Jalan di Nomor 1 B ba 92511 i Selatan
Telepon (0413) 81004 Fax (0413) 84088
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Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Menjadi

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Narna CANDE Nuophikemar |, W .

Pekerjaan/Jabatan : Kol Binase Pevbezatan Ta B noag) fdaganant
Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan
wawancara dengan saya pada tanggal '
bertempat di

Dalam. rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten

Bulukumba.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumb

Informa

AND] HIEMO L, SH. MY
Nip. 1979092 ZecGo4 2-0%
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda targan dibawah ini menyatakan bersedia
menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Zulfani
Dwi Putri yang berjudul Kewenangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Inovasi lLayanan Jemput Bola Pada Masa
Pandemi di Kabupaten Bulukumba.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat neaativ
terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliii serta
hanya ‘digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya
bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informa

AND AkmoH, SH. My

Nip. | 9799912 20604 20
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
o Codang puhont §.Co¢
Pekerjaan/Jabatan : ANa\\3 \eby Jaron /\’Y'%\' INoUaty

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi - Hukum/Hukurn Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas {elah melakukan
wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten
Bulukumba.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan

(__cadang “rqulion, ({0J
Nip. \Q2 0202 1qqe02 20622
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

$aya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia
menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Zulfani
Dwi Putri yang berjudul Kewenangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa
Pandemi di Kabupaten Bulukumba.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negativ
terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya cleh peneliti serta
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya
bersedi_a menjadi informan dalarn penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan iz

e
— ¢oduny Muhanl 0 (e d

Nip. \t)ﬂ]zozol quLOBZOZZ
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama NURAriar, &-Kowm
Pekerjaan/Jabatan © ANAL\G DATA DAN VEoRMAG)

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan
wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten
Bulukumba.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan

ik

WUR AF(AH |, § Kow

Nip. \‘38%%5 2620(2 200%)
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia
menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Zulfani
Dwi Putri yang berjudul Kewenangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa
Pandemi di Kabupaten Bulukumba.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negativ
terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya
bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,
Informan
Nuesriey

Nip. (989015200011 2005

77



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Sudepment
Pekerjaan/Jabatan : KegoA QOO\

Meneréngkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan
wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di

)

Dalam - rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil calam
Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten
Bulukumba.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan

3

SOHER M AN

Nip.
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia
menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Zulfani
Dwi Putri yang berjudul Kewenangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa
Pandemi di Kabupaten Bulukumba.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat neyativ
terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oieh peneliti serta
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya
bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan

HER N> Anl

Nip.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama T ANOU usMart
Pekerjaan/Jabatan : Defart [ RE¥EOOR

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Zulfani Dwi Putri
NIM : B021181006
Fakultas/Prodi - Hukum/Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melzkukan
wawancara dengan saya pada tanagal 4
bertempat di

Dalam rangka melengkapi data perelitian  skripsi  yang ber;udul
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa Pandemi di Kabupaten

Bulukumba.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan

\)

AnOy \SMany

Nip.
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

————— . L JUAN VMENJAVL INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia
menjadi informan dalam penelitian yang diiakukan oleh saudari Zulfani

Dwi Putri yang berjudul Kewenangan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam Inovasi Layanan Jemput Bola Pada Masa
Pandemi di Kabupaten Bulukumba.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negativ
terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta
hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya
bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Bulukumba,

Informan

\/

ANDL VS

Nip.
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Dokumentasi Penelitian

R At

DINAS KEPENDUDUKAN DAM PENCATATAN SIPIL KAR. BULUKU

BARCODE ANTRIAN
PENDAFTARAN KTP-eL

NO WHATSAPP ADMIN :
0895 3076 8120
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